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PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki perkembangan pesat dalam
mengikuti arus perubahan globalisasi dunia. Dampak negatif dari hal tersebut
dapat dilihat semakin banyak pula kejahatan tindak pidana yang ada, baik secara
langsung maupun tidak langsung dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat.

Persoalan kejahatan tindak pidana menduduki tempat utama dalam
pemberitaan media massa serta pembicaraan warga masyarakat Indonesia.
Masalah ini semakin serius, karena banyaknya korban akibat dari suatu kejahatan
yang ditimbulkan. Meningkatnya jumlah kriminalitas berupa bentuk kejahatan-
kejahatan tertentu yang terjadi di berbagai bidang tersebut bertentangan dengan
sistem hukum yang ada di Indonesia.

Hukum sebagai alat supremasi yang berisi seperangkat aturan mengikat dan
bersifat memaksa agar masyarakat mentaati suatu norma-norma atau peraturan
tertentu baik tertulis maupun yang tidak tertulis untuk menyelenggarakan
ketertiban yang ada dalam masyarakat merupakan upaya tegas agar terwujudnya
penegakan hukum yang konkrit dan nyata sehingga hukum dapat dipandang
sebagai sarana untuk merubah bangsa menjadi lebih baik.

Penerapan sanksi pidana berupa penderitaan tertentu kepada seseorang atau

kelompok yang secara nyata telah melakukan suatu perbuatan yang secara tegas



dirumuskan dan dilarang oleh undang-undang serta diancam dengan pidana bagi

barang siapa yang melanggarnya.
Menurut Moeljatno, hukum pidana materil atau hukum pidana adalah ketentuan
hukum pidana yang memuat aturan-aturan menetapkan dan merumuskan
perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, apabila
melanggar larangan tersebut dapat dipidana dan atau aturan-aturan yang
memuat syarat-syarat untuk dapat dijatuhi pidana serta ketentuan mengenai
pidana yang bersumber dari KUHP. Sedangkan hukum pidana formil atau
hukum acara pidana adalah ketentuan hukum pidana yang mengatur bagaimana
negara dengan alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan
pidana yang bersumber dari KUHAP*.

Dalam sistem penjatuhan sanksi pemidanaan sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 10 KUHP dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, yang
pada prinsipnya pidana tambahan tidak dapat dijatuhkan secara berdiri sendiri
tanpa adanya pidana pokok oleh karena sifatnya hanyalah merupakan tambahan
dari sesuatu yang pokok. Pidana tambahan tersebut bersifat fakultatif artinya dapat
dijatuhkan tapi tidaklah harus.

Sebagai suatu kenyataan sosial, masalah kejahatan tindak pidana tersebut
tidak dapat dihindari dan memang selalu ada. sehingga wajar bila menimbulkan
keresahan karena dianggap sebagai suatu gangguan terhadap kesejahteraan
penduduk dan lingkungan sekitarnya. Salah satu kejahatan yang sampai saat ini
memegang peranan penting adalah kejahatan seksual terhadap anak.

Pada dasarnya kejahatan seksual merupakan hasil interaksi manusia atau

kelompok dengan lingkungannya, hasil interaksi tersebut bermula dengan

timbulnya dorongan yang kemudian dapat berkembang menjadi niat negatif untuk

"Moeljatno, Azas Azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 6.




berbuat jahat dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dengan fasilitas sarana dan
kesempatan maka niat negatif tersebut menyebabkan kejahatan menjadi manifest.

Walaupun dilain sisi  kondisi buruk semata mata tidak sendirinya
menimbulkan kecenderungan berperilaku jahat, akan tetapi jika tekanan-tekanan
situasional seseorang telah mencapai taraf tertentu kemungkinan dilakukannya
perbuatan jahat amat terbuka. Hal tersebut bertentangan dengan tata cara atau
ketertiban yang dikehendaki oleh hukum karena dapat dikatakan melawan hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas kejahatan seksual adalah salah satu
bentuk kejahatan kemanusiaan. Penulis mengambil contoh kasus kejahatan
seksual yang terjadi terhadap anak yaitu pedofilia yang dari tahun ketahun
mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan, mengingat
berbagai macam dampak yang ditimbulkan terhadap anak yang menjadi korban
kekerasan dan pelecehan seksual. seperti dampak psikologis yakni trauma,
dampak fisik seperti tertular penyakit, dampak cidera tubuh yang mana terdapat
kerusakan organ internal, serta dampak sosial seperti dikucilkan dalam lingkungan
sekitar.

Dampak seperti inilah yang kemudian merampas kehidupan masa depan
seorang anak. Anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa memiliki
peran penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari
negara. “Semakin banyaknya kasus kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak

dibawah umur seperti yang baru-baru ini terungkap Official Loli Candy’s Group



mengharuskan pemerintah memberikan perhatian yang amat serius dengan
mengupayakan pemberatan hukuman yang setimpal bagi pelaku ™.

Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 28b ayat 2 Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa seyogyanya anak berhak
atas kelangsungan hidup tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.

Bertolak dari hal tersebut, sudah sewajarnya perlindungan terhadap korban
kekerasan seksual anak diperhatikan secara tegas, langkah ini diproyeksikan agar
mereka tidak merasa sendiri dan hukum berpihak kepada mereka. Penanganan
pelaku kejahatan seksual memerlukan penanganan yang multi dimensi dalam arti
harus ada sistem pemberatan pidana yang efektif untuk dapat mengatasi persoalan
kejahatan seksual terhadap anak.

Melatar belakangi persoalan tersebut, pada tanggal 25 Mei 2016 pemerintah
melalui Presiden Joko Widodo melakukan pembaharuan hukum dengan
menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPPU)
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Hukuman Kebiri sebagai pidana tambahan.

Menurut wakil ketua KPAI Santoso, ada alasan mengapa perppu sangat
diperlukan. Yakni, adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan
masalah hukum. Korban kejahatan seksual anak semakin banyak, sementara
pelaku tidak jera bahkan tak jarang pelaku mengulangi perbuatannya tanpa rasa
iba. Hal ini butuh penjeraan supaya preventif. Selain itu, muatan pasal pidana
pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak masih tergolong ringan. Karena
maksimalnya hanya 15 tahun dan belum efektif untuk menekan kejahatan
seksual terhadap anak. Yang terakhir, kondisi dan kompleksitas kejahatan

seksual ini membutuhkan kapasitas hukum karena itu maka diperlukan perppu
tersebut®.

*Wisnu Aji Dewabrata, “Jaringan Predator di Grup Permen”, Kompas, 16 Maret 2017, h. 1.
*http://m. Liputan6.com/news/read/2894267/kpai-minta-polisi-beri-hukuman-kebiri-bagi-
tersangka-pedofil




Ketentuan mengenai sistem pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan
seksual terhadap anak (pedofilia) diatur dalam Perppu Kebiri Nomor 1 Tahun
2016. “Pemberatan sanksi yang diatur berupa penghukuman kebiri secara kimaiwi
serta pemasangan alat deteksi elektronik dianggap hukuman yang paling efektif
dan memberikan efek jera pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak “.
Sehingga pergerakan pelaku bisa dideteksi setelah keluar dari penjara.
Penghukuman pidana pokok dalam muatan pasal terhadap pelaku kejahatan
seksual anak pun juga diperberat menjadi hukuman mati, hukuman seumur hidup
maksimal 20 tahun dan minimal 10 tahun penjara.

Meningkatnya angka kejahatan seksualitas yang terjadi terhadap anak,
membuat pemerintah membenahi legislasi dengan memberlakukan Perppu Nomor
1 Tahun 2016 tersebut, namun pemberlakuan Perppu itu tidak semerta merta
mendapat dukungan dari semua pihak.

Pemberlakuan sanksi tambahan berupa pidana kebiri bagi pelaku kejahatan
seksual terhadap anak (pedofilia) banyak menuai pro dan kontra, hal ini terlihat
jelas bahwa hukum memerankan peranan yang penting dalam suatu masyarakat
dan bahkan mempunyai multifungsi untuk kebaikan masyarakat demi mencapai
tujuan hukum. Disamping itu perubahan hukum juga berpengaruh terhadap
perubahan sosial, hal itu sejalan dengan salah satu fungsi hukum yakni hukum
sebagai sarana perubahan sosial atau social engineering. Jadi hukum merupakan

sarana rekayasa masyarakat.

*Kabul Astuti, “Hukum Berat Pencabul Anak”, Republika, 21 Maret 2017, h. 9.




Sebagai suatu proses hukum, penghukuman dihubungkan dengan dasar-dasar
serta bekerjanya unsur-unsur tata peradilan pidana dan sejauh mana efektifitas
penerapan bekerjanya lembaga pengendalian penyimpangan dalam mengatasi
masalah yang ada. Pemberlakuan pemberatan pidana tambahan berupa kebiri
sudah sewajarnya diterapkan dalam konteks saat ini. Walaupun pada hakikatnya
undang-undang dasar mengatur tentang hak asasi manusia namun perlu digaris
bawahi pula hak asasi manusia mereka terenggut sebagai korban atas kejahatan
pedofilia.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, dapat ditarik postulat
hukum mengenai permasalahan hukum (legal issue) yang ada karena berkaitan
dengan kekaburan hukum. Oleh karna itu guna menjawab permasalahan hukum
yang ada, diajukan penelitian yang berjudul: Hukuman Kebiri Sebagai Pidana

Tambahan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Seksual.

2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka dapat ditarik rumusan
masalah sebagai berikut:
a. Apakah hukuman kebiri dapat dimasukkan sebagai pidana tambahan dalam
sistem pemidanaan di Indonesia ?
b. Bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam

tindak pidana kejahatan seksual ?

3. Tujuan Penelitian



Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui dan memahami apakah hukuman kebiri dapat
dimasukkan sebagai pidana tambahan dan sesuai dengan sistem
pemidanaan di Indonesia.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis secara rinci bagaimana penerapan
hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan

seksual.

Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa :
a. Manfaat Teoretis

1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu
hukum pidana, khususnya masalah kebiri sebagai sistem pemidanaan
pada kejahatan seksual.

2) Memberikan sumbangan informasi dan pemahaman mengenai ilmu
hukum kepada masyarakat tentang pelaksanaan hukuman kebiri
sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual.

b. Manfaat Praktis

1) Diharapkan agar para penegak hukum lebih mencermati aturan mana
yang lebih efektif diterapkan terhadap tindak pidana seksual.

2) Sebagai masukan dan sumber referensi untuk pendidikan ilmu

akademisi.



3) Sebagai sumber informasi pengetahuan bagi masyarakat untuk
mengetahui aturan mana yang lebih efisien dalam menjerat pelaku
kejahatan seksual.

4) Untuk memberikan gambaran kepada khalayak umum bahwasanya
penting memahami suatu aturan perppu dalam hal kondisi kegentingan

dilingkungan masyarakat.

5. Metode Penelitian

“Metode penelitian merupakan prosedur atau cara Peneliti di dalam
mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum. Penulisan skripsi yang baik dan
benar, harus menggunakan metode penelitian hukum yang baku yang sudah
diakui oleh ahli hukum.”®. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
terdiri dari:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif (normative legal research) , yakni penelitian hukum untuk menemukan
aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin
hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif
dilakukan untuk mencari pemecahan masalah atas isu hukum (legal issues) yang
ada.

Hasil dari penelitian ini adalah memberikan deskripsi tentang rumusan

masalah yang diajukan. Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum

®Fakultas Hukum, Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Fakultas Hukum Universitas 17
Agustus 1945 Surabaya, Surabaya, 2014, h. 20.




yang ada, tanpa melihat praktiknya di lapangan (law in action atau ius
constituendum). Menurut Peter Mahmud Marzuki, “penelitian hukum adalah salah
suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi ®.

b. Metode Pendekatan
Memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan
pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar menyusun argumen yang tepat.
Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual
approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan
kasus (case aproach)
1) Pendekatan perundang-undangan (statute approach)
Digunakan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum legal
issue yang akan diteliti. “Pendekatan undang-undang (statute approach)
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani™’.
2) Pendekatan konsep (conceptual approach)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin
yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi

penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin  yang

berkembang dalam ilmu hukum dapat digunakan untuk membangun

®Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005,
h. 35.
"Ibid.
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argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.
Pandangan/doktrin akan memperjelas ide dengan memberikan
pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum
yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan ini digunakan untuk
mengkaji dan mengalisis kerangka pikir, kerangka konseptual atau
landasan teoretis legal issue yang sedang penulis teliti.

3) Pendekatan perbandingan (comparative approach)
Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji legal issue yang akan diteliti
dengan membandingkan sistem hukum pidana di Indonesia dengan
sistem hukum atau praktik hukum di negara lain dalam menerapkan
hukuman kebiri.

4) Pendekatan Kasus (case approach)
Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan
dengan isu hukum yang dihadapi dan yang telah menjadi putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van
gewisjde, terutama kasus tindak pidana kejahatan seksual terhadap

anak.

c. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka bahan hukum
yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier. Bahan hukum
primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder
yang terdiri dari literatur-literatur hukum, jurnal hukum, ataupun artikel hukum

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan
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hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan
hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Sumber penelitian bahan hukum dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan
hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
1) Bahan Hukum Primer
Yaitu jenis bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan judul yang dipakai dalam penelitian ini.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:
a) Undang-Undang Dasar NRI 1945
b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
¢) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
d) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
e) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
f) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak.
h) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
i) Convention on the Right of the Child 1989
j) Keputusan Presiden Rl Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention On The Rights of The Child (Konvensi Hak-hak Anak).
k) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1

Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
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Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dan
ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

I) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

m) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

n) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

0) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan

p) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kedokteran
Kepolisian.

q) Pedoman Organisasi Dan Tata Laksana Kerja Majelis Kehormatan Etik

Kedokteran (MKEK).

2) Bahan Hukum Sekunder

“Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang
yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

komentar-komentar atas putusan pengadilan”g.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan
maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang
dapat berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang berkaitan

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

®Ibid., h.141
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Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, sesuai dengan jenis
penelitian yang digunakan penulis, - yakni penelitian hukum normatif (normative
legal research) - dengan metode inventarisasi dan kategorisasi bahan-bahan
hukum primer berupa perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan
yang diajukan. Setelah melakukan pemeriksaan selanjutnya adalah memberikan
catatan- catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur,
undang- undang, atau dokumen),

Bahan-bahan hukum sekunder berupa buku literatur hukum, karya ilmiah,
artikel hukum di internet serta bahan-bahan hukum tersier berupa ensiklopedia,
majalah dan kamus yang relevan dengan rumusan masalah, diperiksa segala
kelengkapan dari bahan hukum yang diperoleh, kejelasan dari makna-makna yang
digunakan dalam penelitian ini, kemudian dikumpulkan dengan sistem Kkartu
catatan, diinventarisasi, dibuatkan ikhtisar yang memuat ringkasan tulisan sesuai
aslinya, secara garis besar, pokok permasalahan, pokok gagasan yang memuat
pendapat asli sebagai pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbitan) dan
analisis penulis tentang hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak
pidana kejahatan seksual.

Setelah itu menyusun ulang semua bahan hukum secara teratur dan berurutan
sehingga mudah dipahami. Terakhir adalah menempatkan semua bahan hukum

secara berurutan menurut kerangka sistematika penulisan.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum



14

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis, -sesuai dengan jenis
penelitian hukum normatif (normative legal research)- menggunakan teknik
analisis yang bersifat preskriptif analisis secara normatif.

Rumusan masalah yang diajukan dianalisis preskriptif tujuan hukumnya,
nilai-nilai keadilannya, validitas aturan hukumnya, konsep-konsep hukumnya dan
norma-norma hukumnya. Dalam penerapannya atau implementasinya,
permasalahan yang diajukan dianalisis preskriptif untuk menetapkan standar
prosedurnya, ketentuan-ketentuannya, dan rambu-rambunya dalam melaksanakan
aturan, gagasan atau konsep hukum yang disarankan penulis sebagai hasil dari
penelitian ini.

Analisis juga dilakukan terhadap gagasan, pemikiran dari para sarjana hukum
dan ketentuan-ketentuan yang berisi kaidah hukum. Setelah dilakukan analisis,
maka konstruksi dilaksanakan dengan cara memasukkan ketentuan-ketentuan
tentang hukuman kebiri ke dalam kategori-kategori atas dasar pengertian-
pengertian dasar dari sistem hukum tersebut, dalam hal ini sistem pemidanaan di
Indonesia.

Teknik analisis ini ditujukan untuk memahami gejala hukum yang akan
diteliti dengan menekankan pada penemuan jawaban atas permasalahan, apakah
hukuman kebiri dapat dimasukkan sebagai pidana tambahan dalam sistem
pemidanaan di Indonesia, dan bagaimana pelaksanaan hukuman kebiri sebagai

pidana tambahan dalam tindak pidana kejahatan seksual.

6. Sistematika Penelitian
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Sistematika penelitian dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai

hal yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini. Untuk mempermudah

pembahasan dan penjabaran penulisan ini, maka skripsi ini dibagi menjadi empat

bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB | :

BAB Il :

BAB III :

BAB IV:

Berisi uraian tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang
permasalahan yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika
penelitian

Berisi uraian tentang tinjauan pustaka, yang meliputi tinjauan
mengenai pengertian kebiri, pengertian hukuman kebiri, kebiri dan
perkembangannya, negara yang menerapkan hukuman kebiri
pengertian tindak pidana, sistem pemidanaan di Indonesia,
pengertian pidana tambahan dan pengertian kejahatan seksual.
Berisi tentang pembahasan dari skripsi ini, dalam bab ini berisi
uraian hasil penelitian mengenai rumusan permasalahan tentang
dapat tidaknya hukuman kebiri dimasukkan sebagai pidana
tambahan dalam sistem pemidanaan indonesia, dan bagaimana
pelaksanaan hukuman kebiri sebagai pidana tambahan dalam tindak
pidana kejahatan seksual.

Penutup, dalam bab ini dipaparkan simpulan dari penelitian yang
merupakan jawaban penulis atas rumusan masalah yang ada serta

saran berdasarkan simpulan penelitian ini.



